PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR |3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PENGIIRUIS RUKUN TETANGGA

AW AN AR L ALRLNNANAL

DAN PENGURUS RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga telah tumbuh dan

1 = ~lal
berkembang atas prekarsa dan inisiatif masyarakat dan tciah

berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga
masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya dipandang periu
dibuaikan Sistem Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan
Pengurus Rukun Warga di Kabupaten Kepulauan Aru;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1)
Peraturan Menteri am Nom Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu dilakukan
penyempurnaan Sistem Pengaturan Pemilihan Rukun Tetangga dan
Rukun Warga di Kabupaten Kepulauan Aru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan hunf b, yuu.u uu.uu.a.yz\a.u Peraturai uuya.u teintaing

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus
Rukun Warga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupatcn Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku {Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1565, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);



)

Menetanlcan

..;a

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomwor 4674j, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia = Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor ¥ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

3 -
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN PENGURUS RUKUN WARGA.

BAR1
- KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati yang ini dimaksud dengan :
1. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat
Kabupaten/Kota. i

2. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan

Q Waliveaham adnlak o avnst 1 . v M :
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Rukun Warga yang sclanjutnya disingkat RW adalah lembaga
yarg dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

Rukun Tetangga vang selanjutnya disinglat RT adalah lembaga

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam

rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Lurah.

6. Pembentukan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW,
atau bagian RT/RW yang bersandingan atau pemekaran dari
satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih dan/atau
pembentukan RT/RW di luar RT/RW yang telah ada.

7. Penduduk setempat adalah Warga Negara Indonesia maupun

orang Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah kerja RT

dan RW setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu

Keluaroa dan Kartin Tanda Pandiidnls
----““.O“ WAL A ABAVeA VWA A BAAANa o

8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
Kartu Identitas Keluarga yang memuat tentang nama, susunan
dan hubungan dalam keiuarga serta identitas anggota keiuarga.

9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan

oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibuatnya tata cara pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT)
dan Pengurus Rukun Warga (RW) dimaksudkan agar adanya
keteraturan dalam proses pengangkatan sehingga tugas, fungsi dan

kewajibannya dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus

Rukun Warga (RW) bertujuan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui;

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam

c. pengembangan kegiatan lain sesuai
dan kondisi masyarakat setempat.

pemhan@man; dan
dengan kebutuhan



BAB Il
KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)

Pasal 4

(1) Pengurus  Rukun Tetangga (RT) adalah Penduduk Rukun
Tetangga (RT) setempat yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
(2) Pengurus Rukun Warga (RW) adalah Penduduk Rukun Warga

(RW) setempat yang terdaftar dalam Kartu: Keluarga {KK).

Pasal 5

(1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Ketua,;
b. 1 (satu) Wakil Ketua;
c. 1 (satu) Sekretaris; dan
d. 1 (satu) Bendahara.

(2) Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana
4 ayat (2) terdiri dari:

a.l (satu) orang Ketua;
b.1 (satu) Wakil Ketua,

c. 1 {(salu) Sckretaris; dan
d.1 (satu) Bendahara.

(3) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5
ayat (2) huruf a dipilih oleh peserta musyawarah dalam pemilihan.

(4) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan
huruf d dan Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan huruf d dipilih
oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
terpilih dan diajukan untuk mendapatkan pengesahan

Wdaﬁ Lurah.

dimaksud dalam Pasal

BAB III
MASA BAKTI
NI \S

Pasal 6 PO:AU(M P‘HW 202

(1) Masa bakti Pengurus Ru etangga (RT) dan Rukun Warga
(RW) adalah 3 (tiga) tabun terhitung mulai tanggal penetapan
Lurzh. C( ) Tt

(2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga
(RW) yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan
tugas dan tanggungawabnya kepada pengurus yang baru.




(1)

t/(z) :

(3)

(1)

{2)

(3)

(1)

BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 7

Masa persiapan pemilihan meliputi :

a. pemberitahuan. Lurah kepada Pengurus Rukun Tetangga { RT)
dan/atau Rukun Warga (RW) mengenai berakhirnya masa

bakti; dan

o, pembeintukan Panitia Pernilihan.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya
masa bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun
Warga (RW).

Pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa

bakti kepengurusan Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun
Warga (RW),

BAB V
PANTIA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETENGGA (RT)
DAN KETUA RUKUN WARGA (RW)

Pasal 8

Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk
paling lambat 1 (satu} bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan
dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemilihan.
Anggota Panitia Pemilihan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri
P [

a. 1 (satu) orang Ketua;

b. 1i{satu) orang Sekretaris; dan

c. 3 (tiga) orang Anggota.

Panitia Pemilihan diangkat dan diberi tanggungjawab kepada
Lurah.

BAB VI
PENDAFTARAN CALON

AVALLAL AABANL ALY s

Pasal 9

Yang dapat dipilih menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/
atau ngun Warga (RW) adalah Penduduk Warga Negara
Lndo/nesm R(leul) &',ang menjadi warga Rukun Tetangga (RT)
an/atau Rukun Warga (RW) setempat van i
ey pat yang memenuhi syarat
a. ber'taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Sitﬁ .dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1
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(2)
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berkelakgan baik, jujur, adil, cakap, berwihawa dan penuh
pengabdian terhadap masyarakat; ‘
mampu secara jasmeoni dan rohani;

bertemupat tinoanl - .
B pomr tetap paling singkat 6 (cnam) bulan secara
menerus; terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) dan

memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;

berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas

dan/atau yang sederajat;

g berusia serendah-rendahnya 25 {dua puluh lima) tahun;
dan/atau :

18- mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
alon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rulun Warga (RW)

asve

mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan selama masa
pendaftaran.,

ANAnan veemn A O o

masa plnaaiarain calon sebagaunaxm diimaksud pada ayat (2j
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman
pendaftaran caion.

o A

ot

Pasal 10

(1) Calon Ketua Rukun Tetangga (RT) pada saat mendaftarkan diri

DVerlesan
lp\c7'

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib menyerahkan
surat pencalonan yang ditandatangani dan Surat Pernyataan
Dulkunean dari Kenpala Keluarge sekurang kurangnya 20% (dua
puluh persen) dari jumlah Kepala Keluarga di Ru

(RT) setempat dan dilampiri dengan :

a. Surat Pernyalaan beriagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Surat Keterangan Dokter;

Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
f. Fotocopy ljazah terakhir yang telah dilegalisir.

etangga

o

o oo

(2) Calon Ketua Rukun Warga (RW) pada saat mendaftarkan diri

Wmlw@“ 7

ayat 1 wajib menyerahkan
surat pencalonan yang ditandatangani dan Surat Pernyataan,
Dukungan dari Pengurus Rukun Tetangga (RT) sekurang-
“Ruranguya 20% {dug pulun persen) di Rukun warga (Rw) setempat
dan dilampiri dengan :
a. Surat Pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
Surat Keterangan Dokter;

Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

S Zatale s 2id Tinmanle ¢tnm~leliciw crman e +al a1
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sebagaimana dimaksud delam Pasal @ ayat 1 waj
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BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Pasal 11

(1) Ec?;‘i;sarkan hasil penelitian oleh Panitia Pemilihan terhadap surat
T o

nan dan Surat Pernyataan Dulaingan heserta lampirannya
sebggmmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Panitia
f:fmn:llilﬁnl zizenert‘apkan nama - nama calon Ketua Rukun Tetangga
\hi) wanjatau Rukun Waiga (RW) yang memenuhi syarat.

Untuk menentukan nomor urut masing-masing calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui undian.

@)

Pasal 12
(1

Panitia mengumumkan nama-nama dan nomor urut calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai calon Ketua Ru'kun
Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) paling lambat 5 (lima)
hari setelah herakhirny

i 111 nandnfiaran
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(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final
dan mengikat.

BAB VIII
PESERTA MUSYAWARAH

Pasal 13

(1) Peserta musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah
Kepala Keluarga di Rukun Tetangga (RT) setempat.
(2) Peserta musyawarah pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) adalah

Pengurus Rukiin Tetangga (RT) di Rulain Warga {(RW setemnat
S

e o R

AT 160 aran ? BAB IX
Py (4 ok e e st e
> MUSYAWARAH DAN PEMUNGUTAN SUARA
pacepes, 4 Gwore

Pasal 14

(1) Pemilihan calon Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun
Warga (RW) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
berakhir masa bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau
Rukun Warga (RW).

(2) Pemilihan Ketua Rulun Tetangga (RT) dan/atay Rukun Warga
(RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarahsa

(3) Apabila musyawarah pemilihan Ketua Rukun Tetangga (R.T)
dan/atau Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada a

(2) tidak terjadi permufakatan, dilakukan pemungutan s .

dengan cara peserta musyawarah menulis nomor urut Cl;lara

dan/atau nama calon pada surat suara Yyang disediak. &

Panitia Pemilihan. S



&

(4) Dala‘r{l hal calon yang perolehan suara tertingginya sama dilakukan
pemilihan ulang peda saat itu juga dan diikuti oleh calon yang
perolehan suara tertingginya sama sampai ada hasil yang terpilih.

Musya',vgrnh ik Wawatmana Bmalrairdd @adsa avat

pemi.iuan se..,agqlmmm dimaksud paca ayat (2)
sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) dari jumlah peserta musyawarah.

Apabila musyawarah pemiiihan Ketua Rukun Tetangga (RT}

dan/atau Rukun Warga (RW) tidak dihadiri sekurang-kurangnya

50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta musyawarah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan

menunda musyawarah selama 2 (dua) jam.

(7) Apabila musyawarah pemilihan ditunda selama 2 (dus) jam
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tetap tidak dihadiri
sekurang-kurangnya 50% f{lima puluh persen), maka Panitia
Pemilihan mclaksanakan musyawarali.

(8) Hasil musyawarah pemilihan Xetua Rukun Tetangga (RT)
dan/atau Rukun Warga (RW) dituangkan dalam Berita Acara oleh
Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta
Musyawarah. :

—
2

——
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'; BAB X
' PENGESAHAN PENGANGKATAN

PASAL 15

(1) Hasil pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atan Rukun
Warga (RW) diusulkan oleh Panitia Pemilihan selambat-lambatnya
2 (dua) hari setelah pemilihan kepada Lurah untuk disahkan
dengan surat keputusan pengangkatannya.

{2) Pcngesahan pengangkatan calon Ketua Rukun Tetangga (RT)

dan/atau Rukun Warga (RW) terpilih dilakukan oleh Lurah.

BAB XI
PEMBERHENTIAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DAN/ ATAU RUKUN WARGA (RW)

Pasal 16

{1) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW)
berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. pcm.ingfg.aan sendiri; dan PM'L W‘M W
e ’ - &

c. diberhentikan. —7 G @b ‘?M*"’“‘ -+ o
(2) Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan/ atau Rukun Warga (RW)

diberhentikan karena:

a. berakhir masa baktinya dan telah diangkat pengurus yang baru;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan; dan
c. tidak melaksanakan tugas fungsi dan kewajiban.

R RRREERRBEEEBEmSSS
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BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang telah
ada pada saat mulai

aat mulai berlakunya Peraturan Bupat ini dinyatakan

tetap sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun

Warga (RW) menurut Peraturan Bupat ini sampai dengan habis
masa baktinya

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

)

agal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru.

| PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Dobo
S.L".rxxu‘ ( )I' s
ASISTEN I / f‘i p 6}@3\"’?% KEPULAUAN ARU,
KABAG : A ; X \
HUKUM DAN : 2 \~\
HAM | 1
LURAH ‘Yf
SIWALIMA
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piundangkan di Dobo
pada tanggal 94 quvt 2017
Ph EKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR (3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

< SETDA N (}é
| \‘M \\\ 7

AP EDWIN M.SOLISSA




